
GUBERNURSUMATERASELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 4  

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHM.AiT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.l 18 Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 
Peraturan Gubemur Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 

b. bahwa berdasa;rkan Pasa.l 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf d 
' 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/202 L tanggal 8 
Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 
Transfer ke Dabrah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
untuk Penanganan Panderni Corona Virus Disease 19, perlu 
diadakan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a I dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur 
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahlm 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 70, rambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1814); 

t 



i 
I - 2 -

3. Undang-Und� Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003j Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

I 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

I 

Perbendahara'.an Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan iPembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indqmesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

f 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan ! Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahar{ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taij.un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repu�lik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Und�g Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan �etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta1?un 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Repuolik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-UndJ.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T�un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang;.undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.bun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 
9. Peraturan Peinerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lem'baran Negara Republik Indonesia Tahun ' 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

. I 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Reptiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan i.1mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebag�imana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peratur�n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171,1 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nor)lor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimb1ngan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005lNomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indbnesia Nomor 4575); 

12. Peraturan P6merintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan PJ·merintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan j dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ,. 
Indonesia Tapun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan PJmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perw�lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Ne�ara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pcimerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan jTugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemer,intah Pusat (Lembaran Negara Republik 

I Indonesia Ta.Tu.un 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan I Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan datl Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lem:baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan MJnteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata �ara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pei:idapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah' dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalapi Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Rendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Perldapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pect;oman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); ! 

I 
; 

I 
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I 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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Peraturan Mlnteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Peng'elompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 3.067); 
Peraturan M!nteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedopi.an Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara ' 
Republik Ind?nesia Tahun 2020 Nomor 888); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedo:man Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Nega}a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1181); I 
Keputusan M_enteri Dalam Negeri Nomor 903-4875 Tahun 
2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Su�atera Selatan tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja ! Daerah Provinsi Sumatera Sela tan Tahun 
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur 
Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
Peraturan o!erah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan ' 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimanaltelah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok I Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 
Tahun 2020 itentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14). 

26. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 
2020 tentan'g Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daetah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Provinsi Sum,atera Selatan Nomor 67). 

MJMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 
TAHUN 2020! TENTANG PENJABARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
2021. 

I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

I Pasal 1 

NOMOR 64 
ANGGARAN 
ANGGARAN 

Dalam Peraturan Gubemur ini yf°g dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pkmerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

I 

l ' 

I 
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3. Gubernur adalah Gubernur Sbmatera Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat oa!rah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan . • 
5. Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pend�patan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. I 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran,l pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggung-jawaban dan pedgawasan keuangan daerah. 

7. Pedoman penyusunan APBD 1ctalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. j 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pega'wai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada Instansi Pemerintah. 

I Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2021 �emula sebesar Rp 10.831.506.013.693,00 
(sepuluh triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam juta tiga 
belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar 
Rp 236.596.489.734,97 (dua ratJs tiga puluh enam mjJjar lima ratus sembilan 
puluh enam juta empat ratus d�lapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga 
puluh empat rupiah sembila;n puluh tujuh sen) sehingga menjadi 
Rp l l .068.102.503.427,97 (sebel�s triliun enam puluh delapan miliar seratus 
dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan 
puluh tujuh sen) dengan rincian iebagai berikut 

I l. Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b .  Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah I 

t Perubahan 
2. Belanja Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/{Berkurang) 
Jumlah Belanja Daerah Setelah 
Perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

I) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Daerah Setelah Perubahan 
b. Pengeluaran Pem biayaan 

I) Semula 

I 
i 

I 

2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Da<>mh !':r.ti,lah PP.n1hahan 

I Jumlah Pembiayaan Neto Setelah 
Perubahan ::lisa Lebih l'emb1ayaan Anggaran 
Setelah Perubahan 

I I 

I 
I 

J __  

Rp 10.205.021.421.649,00 

Rp (52.452.356.000,00) 

Rp 10.729.096.013.693,00 

Rp 236.596.489.734,97 

Rp 626.484.592.044,00 

Rp 289.048.845.734,97 

Rp 

Rp 

102.410.000.000,00 

Rp !0.152.569.065.649,00 

Rp !0.965.692.503.428,00 

Rp 915.533.437.778,97 

Rp !02.410.000.000,00 

Rp 813.123.437.778,97 

Rp 

L 
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Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan A BO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
. I 

tercantum dalam Lampiran yani merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur Sumatera Se\atan ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan �enjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut 
Kelompok, I Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjaba.rJ APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, I Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Daftar NJa Penerima, Alamat Penerima dan Besa.ran 
Hibah; I 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Bantu an st sial; 

Daftar Nama Penerima, Ala.mat Penerima dan Besa.ran 
Bantuan Kiuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

Daftar NJa Penerima., Alamat Penerima dan Besa.ran 
Belanja Ba� Hasil; ' 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan 
Pemerintalfan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, 
Sub Kegia�an, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 

I 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Mimyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Ta.mbahan DBH- Minyak dan 
Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

I Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objbk dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembi&yaan; 

I 
Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan 
PemerintaI{an Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Singkronislsi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada 
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang AFf D dan Rancangan Pera tu ran Kepala Dae rah 
Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasa.J Negara. 

I 

L . . 
I 



2021 NOMOR..~.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ::LZfebr14D1n'2021 I

SEKRETARIS DAERAH !
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

h~ ~
~ ~

I
!

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN

I

H. HERMAN DERUIa·

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 'll ~f'I.I'I"'1 2021 1

;f.rbGUBERNUR SUMATERA SELATAN'r

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyal memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi
Surnatera Selatan.

Pasal6

IPasal4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan GUberrf.ur ini.

Pasal5

Pelaksanaan Penjabaran APBDyang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
I

ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai Jdengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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